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Wakaf is one of the main religious service which contains productive economic values but in reality the
walues haven’t fully been implemented. The most important factor of this is the lack of socialization
and the minimum role of the government (Badan Wakaf Indonesia). The enactment of the new wakaf
5ill (UU No. 41/2004) which followed by Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 has not effective
vet. How to maximize waqf advantages for society empowerment? This is the focus of study. The result
of study shows that wakaf is very important to be the source of capital for empowering umat’s
economy. The way to understand (figh}) wakaf must be reformulated. The maximization of produc-
ave wakaf needs proper public understanding and good management. That is why that the nadhir
must fulfill moral, managerial, and entrepreneur qualifications. The writer conclude that only trough
revitalizing the role of BWI and the public awareness, the new paradigm of wagf can be realized in
Indonesia. ;
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Pendahuluan

Konsep Islam sebagai rapmatan /i al- alamin senantiasa dipandang aktual oleh kalangan umat
Islam. Salah satu argumen yang melegitimasinya, karena al-Qur’an secara tekstual telah
merekomendasikan bahwa umat manusia sebagai satu keluarga, dan setiap manusia sama
derajatnya dalam pandangan Allah swt. Untuk mewujudkan konteks kekeluargaan dan
kebersamaan tersebut, mutlak harus dilandasi dengan prinsip dasar 4z ‘@wun, yakni bekerja

sama dan tolong-menolong.
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Prinsip dasar tersebut antara lain dimaksudkan untuk meminimalisir jurang kesenjangan
antara yang kaya dan yang miskin agar terpenuhinya hak dan kewajiban dalam kepemilikan
harta benda. Mengacu pada konsep dasar tersebut maka kepemilikan harta benda
berimplikasi hukum wajibnya membelanjakan harta itu sesuai dengan petunjuk al-Qur’an
dan hadis, baik dalam konteks zakat, infaq dan wakaf.

Eksistensi wakaf perspekdf ajaran Islam berada dalam ranah dimensi sosial, yaitu amaliyah
dari seorang muslim yang menyerahkan harta bendanya untuk kepentingan ibadah yang
bernuansa sosial. Orang yang menyerahkan hartanya untuk diwakafkan disebut wakif dan
harta yang diwakafkan disebut mauguf bib atau benda wakaf, penerima wakaf sesuai tujuan

disebut Mangnf ‘alaih, sedangkan pengelola wakaf disebut nazir.

Problematika sosial dan doktrin Islam

Mencermati fenomena kehidupan bermasyarakat kontemporer dewasa ini, nampak adanya
kecenderungan terjadinya polarisasi atau perbedaan yang semakin dahsyat, khususnya dalam
status sosial ekonomi masyarakat, sehingga jurang pemisah antara orang kaya dengan orang
miskin terlihat semakin jauh. Belum lagi perangai egois sebagian orang kaya yang justru
cenderung semakin pelit untuk bersedekah membantu orang-orang yang miskin, bahkan
berfoya-foya dengan hartanya untuk kepentingan swbbaf, memenuhi syahwat dunia guna
meraih popularitas pribadi dengan menyuburkan gaya hidup snobisme.

Fenomena tersebut, tentu semakin mengusik rasa ketidakadilan ekonomi bagi masyarakat
miskin pada umumnya. Sementara doktrin Islam menuntut adanya rasa keadilan dalam
berbagai aspek, termasuk keadilan ekonomi atau kesejahteraan dalam masyarakat. Kendati
konsep keadilan sosial ekonomi menurut Islam, tidak menuntut agar semua orang mesti
menempati strata sosial ckonomi yang sama, namun naluri orisinalitas manusia cenderung
berkeinginan untuk dapat hidup bermattabat dan terpandang dalam status sosial ekonomi.
Akan tetapi kecenderungan itu, dapat disadari melalui komitmen dan doktrin Islam, bahwa
perbedaan itu terjadi, antara lain karena fitrah dan potensi setiap orang juga berbeda.

Pada sisi lain dalam perbedaan status itu, ternyata ada hikmah dari ke-Mahakuasaan
Allah yang justru m;:rupakan akibat hukum dapat terwujudnya rasa kebahagiaan pada setiap

individu manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk perbedaan strata
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calam hal memperoleh rezki, seperti pach feman Allah: “Dan Allah melebibkan seha hagian
Ramu a5 sebaglan yang lan dalam hal rezkt” (08 al-Nahl 16:71)

Ahmad M. Sacfoddin (1987:45) mengelaborasi, babwa perbedaan dalam potensi
kemampuan sesta pecbedaan dalam kesempatan dapar diduga sebagai sebab musabab dar
perhedasn dalum reski yang mungkin diterima oleh seseorang. Akibat lebih lanjut adalab
lshirmya golongan kaya dan golongan miskin dalam masvarakat

Penulis dapat talerans terhadap pandangan tersebur, karena dalam kenyatmannvs dokeein
Islam sebagaimana makna surah al-Mabl ayat 71 secarn utub. Dadd syat terschur dipahami
ronteksay, balwa sekalipun rezki manusia tidak sama, namun seluranya orang-orang kaya
bersifat ammnah mengeluarkan schagian hartanya unmk hak-hak orang miskin, maks niscaya
orang pang miskinpun dapat merssakan kebahapgisan dan akibat hukum banouan hars o
ang-orang kaya i, Bagaimans optimalisasi pemberdayann wakaf produktf sehagal alternaf
sumber ekonomt umat di Indonesia yang memiliki tansh wakaf seluas 5 kali Megara
Singapurar Pokok permasakahan tersebut dapat dielaborasi melabul penelisaean dan ident fkas
sumber-sember hukum Islam perspeleaf al-Cruran dan hadss, pandangan para ulama dan
Undang-Undang Perwalafan dengan pendekatan teolopis normati yundis, historis dan
soainlogts.

Wakaf perspektif al-Qur'an

Dalam al-Que'an terdapar beberapa petunjuk atsu pedoman bagi seseorang untuk
membelanjakan hartanya, batk uneuk kepentingan dirinya, maupun untuk kemaslahstan
orang bin, seperti dalam firman Allih;

0% Do S5 ¥ it i Gy e 2505 oy
“Dhan berkanlsh haknya kepada kerabat dekat, paga kepada ceang miskin dan orang
yang dalun pegalanan; dan jangankh kamo menghambar-hamburkan hartamy seears
boros" {035, al-Tsea' 17:26),
Dh samping ity, dalam sjaean Tslom ada beberapa lembaga yang dapar dipergunakan
untuk mendistrabusikan sehagian harts seseomng unouk kepentingan sosml atau kemaskahatan
umat. Salah satu lembaga yang sangar potensial adalah “wakag ™.
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Wakaf adalah salah satu lembaga yang sangat dianjurkan oleh ajaran {slam untuk
dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezki yang dikaruniakan Allah
kepadanya. Meskipun wakaf tidak secara tekstual disebutkan dalam al-Qur’an, namun
sejumlah ayat yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik khususnya dalam
membelanjakan harta untuk kemaslahatan umat, oleh para ahli memandangnya sebagai dasar
hukum perwakafan. Seperti dalam firman Allah: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan,
sebelum kamu tgenginfakkan sebagian harta yang kamu cintai” (QS. Ali “Imran 3:92).

Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang mendapat pengaturan secara khusus dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku di beberapa negara Islam, termasuk di Indo-
nesia. Dengan demikian wakaf merupakan salah satu pranata hukum Islam yang diatur
secara konkrit dengan peraturan perundang-undangaa yang berlaku di Indonesia. Wakaf
adalah salah satu lembaga Islam fang bersifat sosial kemasyarakatan, bernilai ibadah dan
sebagai pengabdian yang tulus kepada Allzh swt.

Dilihat dari segi bentuknya, wakaf kontemporer dapat dipahami dalam dua kategori,
yaitu wakaf benda tidak bergerak, dan wakaf benda bergerak (Hasanah, 2004: 123). Perkataan
wagqf, atau wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab “Wagafa,
Yaqifu, Wagfan” yang berarti ragu-ragu, berhenti, memberhentikan, memahami, mencegah,
menahan, mengaitkan, memper-lihatkan, meletakkan, memperhatikan, mengabdi dan tetap
berdiri (al-Munawir, 1984:1683). Term wakaf menurut ’Abd al-Wahhab Khallaf, wakaf
- berarti menahan sesuatu baik Aiss (wujud) maupun maknawi. Kemudian kata wakaf tersebut
juga digunakan untuk obyeknya yakni dalam azti sesuatu yang ditahan (Khallaf, 1951:14).

Menurut Muhammad ibn Isma‘il al-Shan’any, wakaf adalah menahan harta yang mungkin
diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk
kebaikan (al-Shan’any, t.t. Juz I11: 114).

Sedangkan menurut Abu Hanifah, wakaf adalah penghentian benda tidak bergerak dari
pemilikan wakif secara hukum dan penyedekahan manfaatnya untuk kemaslahatan umum,
Oleh karena itu barang yang diwakafkan tidak harus lepas dari pemilikan wakif dan sah
bagi wakif menatriknya kembali serta boleh menjualnya.

Menurat Abu Hanifah, wakaf dapat ditarik kembali oleh wakifnya, kecuali jika terdapat

alasan scbagai betikat: Pertama, hakim memutuskan bahwa wakaf tetap, Hal ini terjadi jika
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sl persenghetaan antr wakif dan megin hoedu, Flakim menggantungkan berkalunys
wakaf pda kematian wikit Misaloyn wakif berjab, “Apabila szvs wafar, makia saya wakathkan
sumahku™, maka wakafitu hams dilaksanukan sehagairmanz diwasiatkan, vakni sexclah wrakif
wafat. Ketign, Apabila seseomng menjadikan wakafripa i sebagal rasiid, dan wakif i
mengizinkan di dalam wakaf rersebat antul shalat. Apabila sudah ada sescorang galar ch
mesjid terscbut, menurut Abu Hanifah, guguorish wakaf tersebut dar pemilikan wakif,
Penetapan ketentuan tersehut odzk berrentangan dengan ketentuan Alkak (al-Zubayh, Lt
{53; al-Kubaisy, 1977: 66-67).

Meskipun Abu Hanifah berpendapat bahnwa barta yang diwakafkan dapat ditarik kembali
leh wealf, nemun di sisi lun Abu Hanifsh jug berpendapat bahws jika rerjadi peselisihan
sneara wakif dengan nagir, maks hakim mempunyai otogitas unik rmemutaskan wakaf
rersebut harus bersifat abadi dan tidak boleh cirarik lags aleh walkif.

Adapun menurut jutsbur fyang termasak di dalamuiya adatah kedua szhabat Abu Hanifah,
vakni Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan, golongan Syafi'iyah dan golongan
Hanahilah), wakaf adalah menahan barta yang mernungkinkan dizmbil manfaatnyd, etap
‘ginnya {bends yang dromkafkan), dibelaniakan oleh wakif untuk mendekarkan dig kepada
Allzh. Haga wakaef atau hasloya dibelanjakan unnik mendekatkan diri kepada Alldh, Dieogan
diwakafanmnya itu, harta keloar diari pernilikan walif, dan secara hukum harta wakaf tersebus
milik Allah, Bagi wakif terhalang untuk memanfzatkan dan wajib mendermakan hasiloys
sesual ujuan (g ‘alayd)  Zabab, 1971:41). Dalam konteks ini jambur ulams menggurmalan
dalil, dengan hadis Tbau “Umar yang menyedekahkan sebidang mnahiya di Khaibat.

Al-Zuhayli berpendapat bahwa hadis tersebut menunjukkan adanya larangan
membelanjakan harta jang divakafkar, karena sesungguhnya abfals artinys menghialang
vihn menghalangl ‘wi untuk dimiliki atau dibelinjakan schagaimana hasea pemilikan. Akan
setapi badis tersebut Sdak menunjukkan hahwa harts vang diveakafkan tersebut keluar dan
Fumi]i.lmn wakif.

[ samping it jumbhor wlama juga memben alusan bahwa umat lalam sejak datangnya
lelam sampai dengan sckarang tErus-mMencius meengamalkan wakaf untuk kebaikan dan
menphalangl wakif untuk membelanjalcan harta wakaf tersebut. Adapun menumt golongan
Malilcival wakaf berarti pemilik harea memberdkan manfaat hasta yang, dimiliki bagi para
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mustahik. Harta rersehut dapar berupa henda yang dsewa kemudian hasilnyas diwakatlan.
Hasil harta yang diwakaflan ity dapat benspa benda-bends terentn. Bahkan golongan
Malikiyah berpendapat bahwa hasd barta wakaf yang berupa vangpun dapat diwakafkan
azal dunan faatkan eatuk kebatkaa. Oleh karena i golongan Malikivah tidak mensyaratkan
bends yang diwakafkan bersifat kekal, Misalnya pemilikan melalui sevm, yaknt seseorang
menyewa rumah atan tanah uniak dimiliki dalam wakio erenty, kemudian 1 mewnkalkan
hasil atau manfaat bends yang dianka flian i kepada pas mustahik selama masa it juga
Adapan yang dimaksud dengan peomilikan menunit golongan Malikiyak ini bisa permuililan
zat barang tersebut dan bisa jugn permilikan manfaat.

Menart golongan Malikipah, wakaf ddak menpebabkan pumsnya hak permbikan rechadap
‘ain, yang terputis hanya hak membelanjakanmya, Mereka memberlkan dasar hukum mengenal
tebapnya permilikan pada bareng yang diwakafkan dengan hadis “Umar yang macannya
menyebutkan: “Jika englan maw, rabanlah aslinya dan sedekahkan manfstoya™

Hal ini menenjukkan bahwea yang disedekahkan ito hanya hasilnya, dengan demilaan
harta yang diwakalkan terap menjadi milik wakif. Tanya saja wakif dilarang untuk
mentasarufkan dalam benmk nzaha pemilikan pada pihak lin. Pemabaman ini bersumbes
dan dalil ‘Urar juga {al-Zuhayh, t.th, 156; Zaheahb, 1971: 43). "Agar edak dijusl, tdak
dihilbabkan dan odak diwarmskan™)

Hal tni berart babra menurt polongan Malikiyah meskipun stanos harta yang diwaksfkan
tetap menjad: milik wakif, namuon wakaf hams dibelinjakan sesua dengan tupuan wakif. 1a
tadak berhak menjual menghibahkan stau mewanskan kepada pikak lain, Sementam poloogan
Hanafiyah berpendapat babwa wakif bolel menarik harta yang diwakafkan dan boleh
menjualnya kecoali hakim menetapkan wakaf im ddak boleh ditarik kembali. Meskipun
demikian, para ulama sepakat bahwa wakzf masjid teooasuk dalam bab pembebasas dan
pelepasan, ddek ada pemilikan bagi sescorangpun di dalamnya, karena masjud adalah milik
Allaks sort fal- Zuhayl, £ tha: 153),

Dian beberapa rurmusan yang telab dikemukaksn mendeckrpsikan, umurmnya para ulama
berpendapat balwa harts benda yang refah diwakaflan oleh wakifnga, maka akibat hulkummnya
harta wakal tecsebut nvenjadi miik Allah swt, Sementara schagian golongan Hanafizah dan
podongan Balikyyah berpendapat bahwa pemilikan harta yang divakafkan ito odak harus
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lepas dari wakif, yang diwakafkan itu adalah manfaatnya, scdangkan pemilikan tetap ada
pada wakif, karena yang terputus bagi wakif hanyalah hak-hak untuk membelanjakan. Hanya
saja wakif tidak bebas memanfaatkan harta yang diwakafkan.

Menurut golongan ini jika seseorang telah mewakafkan hartanya, pemilikan atas harta
rersebut tidak terputus, akan tetapi dia tidak boleh menjual, menghibahkan dan mewariskan
harta yang sudah diwakafkan itu. Hanya saja karena benda yang diwakafkan tidak disyaratkan
lepas dari pemilikan wakif, maka golongan Malikiyah memperbolehkan manfaat wakaf
dari sesuatu yang disewa, dan karenanya mereka berpendapat bahwa syarat wakaf ddak
harus #a'bid (abadi).

Sisi kebaikan pendapat golongan Malikiyah ini, karena orang yang ingin berwakaf tidak
harus dengan harta benda hak milik, akan tetapi cukup dengan menyewa harta benda yang
dapat diwakafkan hasilnya. Akan tetapi di sisi lain pendapat ini akan berimplikasi lemahnya
lembaga wakaf dan tidak sesuai dengan pendapat Jumhur ulama yang mensyaratkan, bahwa
harta yang diwakafkan harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus.

Elaborasi terhadap uraian yang telah dikemukakan mendeskripsikan adanya perbedaan
pendapat dikalangan ‘ulama mengenai status dan keiteria harta benda wakaf. Oleh karena
itu tidaklah mengherankan apabila penentuan sah tidaknya wakaf juga terdapat perbedaan.
Tetapi letak perbedaannya bukan dalam hal yang prinsip. Pada konteks hal-hal yang pokok
tetap ada ukuran-ukuran yang disepakati oleh jumhur ulama. Sah atau tidaknya wakaf tersebut,
jelas erat kaitannya dengan syarat dan rukun-rukun wakaf.

Di beberapa negara khususnya di Timur Tengah, wakaf telah berkontribusi sangat
signifikan, bukan hanya untuk pengembangan dimensi ibadah dan pendidikan, tetapi juga
dapat memacu mercusuar kemaslahatan umum seperti lahan pertanian, perkebunan, vang,
saham, real estate dan sebagainya, yang semuanya telah dikembangkan secara produktif
(Zahrah, 1971: 13).

Sistem pemberdayaan wakaf produktif di Timur Tengah

Bertolak dari uraian terdahulu dan fokus kajian tentang optimalisasi sistem pemberdayaan
wakaf produktif sebagai sumber umat, adalah sesuatu yang logis apabila ditelusuri dari

berbagai pendekatan. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunah,
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ramun lembaga ini dapat berkembang sangat baik di beberapa negara seperti Mesir, Saudi
Arabia, dan Yorcdania. Hal iri dapat diduga kuat karena lembaga wakaf tclah dikelola dengan
manajemen yang baik schingga manfaatnya sangat dirasakan oleh miestahiq (Suratmin, Discttasi
2009: 12).

Dengan mencermati beberapa hasil srudi perwakafan menunjukkan, hahwa salah satu
faktor yang merdasari lembaga wakaf dapat tumbuh pesat di beberapa negara khususnya
di Mesir, Saudi Arabia, dan Yordania, kal itu disebabkan katena lembaga wakaf dapat
berkontribusi seczara signifikan dan sangat diraszkan manfaatnya untuk kesejahteraan umat.
Di samping itu, faktor kebajikan manajemen pengelolaan dzn landasan hukum yang valid,
akan sangat berpengaruh signifikan terhadap pengembangan wakaf sccara produktif,
Kevaliden pengelolaan wakaf secara produktif di beberzpa negara di Timur "lengah, juga
merupakan implikasi adanya struktur lembaga Departemnen dan Kementrizn Perwakafan.
Kedahsyatan ekonomi perwakafan produktif baik di Mesir maupun di Saudi Arabia, karena
dana wakaf sewaktu-waktu dapat menjadi dara talangan untuk keuzngan negara (Mannan,
2001: 51).

Dalam lintas sejarah yang panjang menunjukkan, bahwa konuibusi wakaf khusasnya
terhadap operasional pendidikan di Universitas Al-Azhar di Kairo Mesir telzh herusia lebih
dari 1.000 tahur. Sejak didirikan hingga kini, Al-Azhar merckrut mahasiswa dati 98 ncgara
di dunia dengan jumlah mahasiswa sekitar 450 ribu orang ditopang oleh pendanaan dari
perputaran aset wakaf yang dimiliki. Bukan hanya wakaf tanah, gedung dan lahan pertanian,
tetapl juga wakaf tunai (Djunaidi, 2005).

Dengan dana wakaf yang super besar, Al-Azhar mampu membiayai vperasional
pendidikan selama berabad-abad. Untuk bidang ilmu-ilmu agama Al-Azhar tidak memungut
biaya studi, bahkan di bidzng ilmu umum seperti Kedokteran, Farmasi, Perdagangau dan
scbagainya juga mendapat subsidi dari danz wakaf yang relatif besar. Di samping itu Al-
Azhar juga mengelola ratusan sekolah dan perguruan tinggi yang menyebar di wilzyah Mesir,
dan beberapa cabang di luar negeri berupa puluhan rumah sakit, panti sosial, dan penyewaan
lahan bisnis (Departemen Agama RT 2004: 18).

Pengkajian lembaga wakaf yang ada di Mesir sebagaimana telah diuraikan, memberi

deskripsi yang jelas bahwa wakaf di Mesir dikelola secara produkiif dan telah memberikan
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conrribusi vang besar tethiadap kemeslahztan umat ¢i bidatg sosial, agzma, pendid kan dan
tebudzayaan serta ehonomi. Demanfaatan wakaf di Mesit telah mendiskripsikan, bahwa
wakaf telah berkonrribusi secara dalisyat, terutzma kontribusinya di bidang perdidikan,

pertanian dan kesehatar.

Paradigma wakaf di Indoncsia

Di Indonesia, wakaf telah dixenal dan Jilaksanakan oleh umat Islam scjak agama Islam
masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salal: satu penunjang
serkembargan masyarakat Islam. Sebagian besar rumah ibadah, pergurnan Islam: dan
lembaga-lcmbaga keagamaan lslam Zzinnya dibangun di atas tanah walaf.

Menurut pensamatan dan telaah penulis, Undang-Undang Perwakafar. di Indeonesia
telah diberiakukan selama kurun waktu 5 tehun 1evakkbir, terapi keoyataannyz belum cicktir
secara signifikan untuk melakukan berbagai perubahan ke arah wakaf produktif, hul itu ada
beberapa alasan yang mendasar. Selain kurangnya sosialisasi mengenai Peruncang-undangan
Wekaf kepada masyarakat, juga karcna kurangnya perhatian pemerintah uatuk lebih
merekomendasikan bahwa wakaf sebagai salah satu alternatif sumber ckonomi umat yang
sangat porensial.

Di samping itn, karena umumnya zagir kurang profesionial, sehinggz pengelolaan wakaf
cenderung konvensional. Juga dimunghkinkan kurangnya sentuhan dalewah Islam yang dapat
merangsang masyarzkat untuk berwakaf, sementara pernahaman perwakafan vang melekat
pada masyarakzt Indonesia cenderang dipengaruhi oleh mazhab Syafif, behwa harta yang
hisa diwakafean adzlah Farra henda tidak bergerak seperti .anah dan bangunan. Oleh karcna
isu wakaf benda bergerak dan wakaf tunai memerlukan stracegi sosialisasi yang opringl
kepacz masyarakat.

Penulis berpandangan bahwa sagirmerupakan “sakaguru’” keberhasilan dalam pengelolaan
perwakafan, dan oleh karena itu, syarat nazir antara lain harus profesional dan amanah.
Apabila para ragir tidak memiliki persyaratan tersebut, maka dampaknya sangat besar
terbadap lunmuirnya kepercayaan masyarakat untuk berwakaf.

Wakaf merupakan ajaran agama Islam yang berhubungan dengan peayerahan dan

engelclaan harta benda untul: kemaslahatan umat dan kesejahteraan sosial pada umumnya.
£ )
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Menutut Didin Hatidhuddin, hikmah dan manfaat wakaf dapat dirumuskan sebagai betikut:
Periamia, menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat.
Keda, keuntungan moril bagi wakif dengan mendapatkan pahala kebajikan yang me ngalir
terus, walaupun wakif sudah meninggal duria. Kefzga, memperbanyak aset yang dapat
digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam. Keenspas, merupakan
sumber data potensial bagi kepentingan peningxatan kualitas umat, seperd pendidikan,
kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya (Hafidhuddin, 2004:15?).

Ajatan ini sudz;h dipraktikan sejak zaman Nabi Muhammad saw dan berlangsung terus
hingga pada waklu sekarang, Ajaran ini telah dikenal dan dipraktikan di Indonesia untuk
waktu yang lama. Sejumlah sarana keagamaan dan sosial di tanah air dibangun dengan dana
yang bersumber dari wakat umat Islam. Sarana tersehut dapat diszksikan di kawasun
petkotaan dan pedesaan. Walaupun demikian, penerapan ajaran wakal di Indonesia sccara
umum belum juga optimal.

Gambaran seperti dikemukakan di atas akan terasa bila pengelolaan wakaf di Indonesia
diamati dengan cermat. Orientasi penyaluran wakaf masih sangar terbatas, ternrama untuk
kepetluan sarzna ibadah dan pendidikan agama. Jumlah nsaha sosial lainnya milik umat
Islam masih sedikit dibandingkan dengan potensi umat yarg sedemikian besar. Scbagian
dari usaha itu berkembang dengan baik, namun ada juga di antaranya yang berada dalam
kondisi vailit, gersang dan sangzt memprihatinkan. Bahkan ada di antara wakaf tersebut
- yang berpindah tangan. Dengan demikian, perkembangan wakaf masih kurang, baik dari
segi kualitas maupun kuantitasnya.

Kajian tentang wakaf di kalangan umat masih petlu dikembangkan dari aspek pernahaman
dan penghayatan, serta .aspck pengelolaannya. Kondisi wakaf dan pengelolaannya terkait
dengan pandangan masyarakat tentang hal tersebur di samping pengalaman mereka yang
masih terbatas. Sudah sewajarnya jika kondisi it diupayakan penanggulangannya secara
bersama-sama oleh para ulama, intelektual, pejabat pemerintah, dan pemuka masyarakat.
Perlu berbagi pengalaman untuk mengatasi kelemahan dan kendala yang melilit urmat dalam
hal penerapan ajaran agama iri, sehingga bisa lebih berdaya gura untuk kescjahteraan umat

atau masyarakat.
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Di Indonesia sedikit sckali tanah wakaf yang dikelola seeara produkuf dalum Lentuk
seaha vang hzsiinya dapat dimanfaatkan bagi p'hak-pihak yang memerlukan termasuk fakir
miskin. Pemanfaatar: terscbut dilihat deri segi sosial khususnya untuk kepenringar keaganiaan
memang efektif, tetapi dampaknya kurzng berpengaruh positf dalem kehidupan sosial
ckonomi masyatakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas, tnpu
ditmbangi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produkiif, maka wakaf sebagai salah
sam sarana untuk mewu udkan kesejahteraan umat, tidak akan dapar terealiszsi secara opti-
mal. Padahal wakaf dalam hubungannya dengan pembanguian sangat jelas, karena yang
melzksanakan pembangunar: nasional ini adalak masyatekat dan pemerintah. Masyarakar
adalah pelaku utamz pembangunan dan pemerintah herkewajiban uutuk mengarankan,
membimbing, serra menciptakan suzsana yang menunjang dan kenstruktit. Untuk itu kegiatan
masyarakat dan kegiatan pemetintah harus saling mendukung, saling mergisi, dan saling
melengkapi dzlam saru kesatuan laugheh menuja tercapainya tujuan pembangunan nasional
tersebut.

Wakef dalam furgsinya sebagai ibadah, diharapkan menjzdi ockal kehidupan wakif di
hati AkLirat. Wakaf adalah suatu benruk amal yang pahalanya akan retus menerus engalr
celama harta wakaf 't dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Sedangkan dalam fungsi
sosialnya wakaf merupakan aset yang sangat bern:lai dalam pemhzngunan, Wakaf sclain
scbagai usaha pembentukan watak dan kepribadiau seorang muslim untuk melepas sebagian
hartanya untuk kepentingan orang lain, juga merupakan investasi pembangunan yang bernilai
tinggi tanpa mempe-himngkan ‘angka waktu dzn keuntungan materi bagi orang yang
mewakakan. Peranznnya dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat dan
penanggulangan kemiskinan termasuk di antara sckian sasaran wzkaf dalam ajaran lslam
(Zwein, 1991: 38).

Dengan demikian jika wakaf dikelolz dengar: balk tentu sanga menunjang pembangunan,
baik di bidang ckonomi, agama, sosial budayz, politik, maupun pertahanan dan kearnanan.
Menurut Rachmat Djarnika, dalam bidang ckonomi, wakaf memegang petanan gemacam
pershock-breaker dalam keseimbangan kehidupan masyarakat karera dapat menuatupi

kebutuhan masyarakat yang vital (Djatnika, t.t: 78).
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Bendapat i atus dapat diterima karea tanah wakaf yang acln dlapat dipergunakan annk
mendirikan empaz-rempat badah scperd, maspd, lnggar dan mushalla, untak pemenuhan
sapana keschatan seperti poliklink, puskesmas, atau cumah sakit, sntuk rumah vatitn pigtu,
madrasah, sekolahan atau pesantren, pasat, pertaman, |alin, pembangunan kantor dan
sebagainya. Unmuk pernelibarsanaya dapat diambilkan schagian tanah wakaf yeng mungkin
dileedola secara peodukrif, baik wnmk woah peranizn maapan ook mendirikan bangunan-
bargunan yang kemudian discwakan schingga menghasilkan danz yang diperlakan unnk
pernelihataan barra wakaf pang lain. Dengan demiaan wikal tdak hanys mempunyal
peranan dan fungsi keagamaan, tetapt juga memprsnya fungsi senteal sebagal muaty potens
yang dapst menghasillan, dan sebagai inserumen untuk keseimbangan sosial ckonomi

Deengan mencermati heherapa hasil sudi perwakafan menunjukkan, bahwa pengelolaan
wakaf produktf di Indonesia behum signifikan, babkan secara empins tanah wakaf Indc-
nesia sebagian besar masih memyprrihatinkan, Narmun demikian schuma 3 tahun terakhir embmo
wakaf peoduktf di Indonesia yang berskala internasimal welah dapet disdentfikas, antam
lnin Yayasan Wakaf Universitas Muslim [ndonesia (LUMI) Makassar dan Yayasan Wakat
Universitas Islam Indonesia (UTE Yoppakartn. Pemilihan samped kedoa yayasan tersebut
sangat beralasan apabila menggunakan parameter sistern manajemen Otonomi
Berkehormatan dan Berkehajilan dalam pergelotian pendician dan nilad-nilai lemnaslahatan
urnat yang sudah dicapal.

Yayasan wakal universitas muslim Indonesia (UMI) Makassar

Yayasar Walkaf UMI relah mewnjudlen sehalagian darl apa yang welah dicim-ciakan, dengan
berdirinya fga pilar wtama Yayssan Wakaf UM1 yair: Kontribusi Terhsdap Pendidikan dan
Drakwah dengan Lembaga Pendidikan yang dibing Yayasan Wakaf UMI sejak 1954 weedin
dari 1) Lembaga Pendidikan Persiapan LRI (LPP-LIMI}:Sckolal Mengemgah Perama
(SMP), Sckolak: Menengsh Ame (SMA) Sekolah Menengah Keunin (5T dan SMEA); 2)
Lembaga Pendidilan Tingg:Universitas Muslim Indonesia, dengan 12 fakultas; Program
Pascasarjana, dengan 4 Program Studi Magiseer (52} dan 2 Program Studi Doktor (5-3)%
Akademi Bahags Asing (ABA) Jurasan Bahasa Inggris. 3} Lembaga Pendidikan Pesantren:
Ponantren I fhdatu! 'Llfuw, Botisallo Kabhopaten Crnad, Pesantren Mizatad Ui, Sanrobone
Kabupster Takalar; Pesantren Mahamswa DaraiHikbdo, Padangkmpe Fabuparen Panghep.
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Dattar nama-nama yang menerima amanali sebagai Rektor UM (Buku panduan UM
Makassar tahun 2008/2009: 17) sejak berdirinya sampai scharang adalah: Prof. Mukhtar
Lintang (Presidium) (1954-1958), Prof. Abd. Rahman Syihab(1956 -1965), Latunrung (1965-
1967, Ahmad Dzra Syahruddin (1967-1970), H. Ridwan Saleh Martayang, SH (1971 -
1976), H. M. Hijaz Yunus, SH (1976 1984}, Prot. Dr. H. Abdurahman A. Basalamah (1984-
1994), I1. M. Mokhtar Noer Jaya, SE, Msi (1994 -1998), Prof. Dr. H. Mansyutr Ramly

1998-2003), Prof. Dr. H. M. Nasit [ lamsah {2003-2010). (Wanwancara cleh penulis tanggal
4 April 2009 dengan Mustari Beddu, K-epaja Biro Admitrasi Akademik dan Kemasiswaan)

Visi UMI Meunjadikan universitas sebagai lembagz pendidikan dan dakwah yang
terkemuka, melahirkan marusia berilmu amaliah, beramal iImiat dan berakhlaqu! kar'mah,
rerutama yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kescnian dan
budaya dalam rangka syiar Islam scrta memperjuangkan kepentingan umat secara global
sebagai wujud pengabdian kepada Allzh s,

Misi UMI, Membentuk manusia yang berilmu amaliah, beramal ilmizh dan berakllaqul
karimah yang zdaptif, transformatif dan inovarif. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan,
Tekrologi, Kesenian dan Budaya dalam rangka pembuktian dan pengejawantahan kebenaran
Allzh swit., dan pengembangan Syzriat Islam.

Tujuan/Sasaran UMI, Untuk mevwujudkan visi dar: misi UMI tersebus di aras, maka
aktivitas pendidikan dakwah dalam Lngkup UMI diarahkan untuk mewnjudkan sasaran
scbagai betikut: a. Meningkatkan peranan TTMT dalzm mengembanagkan ilmu pengezzhuan,
teknologl, dan seni; b. Membentuk mahasiswa UML menjadi terags yang ahli, terampil
berbudi Iuhur, dan herrakwa kepada Alizh swt untuk mengabdi kepada agama, pangsa, dan
negara; ¢.Mclahirkae luaran yang berwawasan keilmuzn dan keimznan, beramal ilmiah, dan
berilmu amaliah, setta memiliki budi pekerti luhur yang senantiasa memancarkan akhlak
vang mulia dan semangat yang ikhlas; d. Menjadikan UMI sebagai perguruan tinggi terkemuka
dan dapat menjadi panutan dalam pencgakan cita-cita luhur syiar Islam; e. Berperan aktif
dalam usaha perwujudzn kesejzhteraan dan Ulhuwah lelamiyah, khususnya di ingkup UML

Tugas UML, Unwuk mengakeualkan perwujndan tmiuan atau sasaran UMI, maka tugas
yang emban melibut: a. Menyelenggarakan kegiatar pendidikzn dan pengajaran gung

mewbentuk dan menghasilkan lulusan atau luaran yang sesual dengan tujuan atau szsaran
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UMIL. b. Menyelenggarakan kegiaan penglitian uniuk mengembangkan ilmu pengetahuzan,
teknalogl, dan seni. ¢, Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai
wahana untuk menerapkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan serta menyemarakkan syiat
Islam.

Kontribusi Terhadap Kesejahteraan Umat. Berdasarkan studi empitis penulis pada Yayasan
Wakaf UMI, terungkap bahwa sejak tahun 1994 Yayasan Wakaf UMI cendarung mengzalami
peningkaran yang cukup signifikan. Dalam hidang pendidikan, UMI telah membuka jenjang
studi serata dua (82), dan berlanjur sampai rahun 2008 telah dibuka lagi jenjang studi strata
tiga (33). Dalam bidang dakwah (1994) mulai dicanangkan “Cuti Da%” ke berbagai dacrah
di Sulawesi Sclatan bagi doscn dan karyawan sctta para mahasiswa semester akhir, dengan
priotitas daerah asal masing masing. Hal itu dimaksudkan sebagai kontribusi pembumian
syiar Islam dan pembinaan umat khususnya di daerah-daerah marginal. Berkenaan dengan
itu, . Abdurahman A. Basalamah selaku Rektor UMI menggagas perlunya pembinaan
umar melalni Desa-Desa Binaan UMI di wilayah Sulawesi Selatan dan di kawasan Timur
Tndonesia, sehingga sampai dengan perinde rahun 2009, Yayasar: Wakal UMI telah melakukan
ketjasama dengan Desa Binaan UMI scbanyak 29 Desa Binaan yang terscbar dalam 23
Kabupaten di kawasan Timur Indoncesia (Mcdia Fitrah UMI, 1995: 1).

Berawal dari program Desa Binaan UMI, sejak tahun 1994 sampai sekarang, Yayasan
Wakat UM telah membebaskan biaya pendidikan lebih dari 1.000 orang mahasiswa selama
studi dalam berbagai fakultas. Kemudian mahasiswa binaan yang telah selesai sarjana di
pulangkan ke daerah masing masing untuk direkomendasi sebagai Sarjana Pengahdi Desa
(SPD), kepada mereka diberikan insendf dap bulan Rp 200000, sementara dalan kurun
wakri 5 rahun terakhir, jumlah SPD akdif 100 orang. Apabila ada SPD yang yany terangkat
PNS atu pekerjaan swasta, maka kekosongan itu diist oleh aluinni binaan yang baru, demikian
itu scterusnya (Wawancara penulis dengan Abd. Rauf Assagaf, Kapus LPMD UMI, tanggal
21 Marct 2009 di Makassar).

Selanjutnya program pencanangan unit unit ussha, setting unit-unit usaha tersebut
dihatapkan dapat membantu Yayasan dalam pembiayaan di bidang pendidikan, penelitian,
pengabdian pada masyarakat dar pembinaan umat.

Unit-unit Usaha Yayasan Wakaf UM Terdiri dari pertama, Bayr al-Mal wa al-Tamwil
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Ckhuwah”, setting lembaga keuangan ini sehagai sarana yang memfasilitas penpelolaar
ccuangan YWSUML, inekanisme nembayaran mahasiswa cukup melalui BMTLU Di samping
. BN\ITU merupakan service simpan pinjam khususnya bagi dasen dan karyawan UM
“cogan menganut prinsip dan sistem bagi hasi!, dalam kategor pinjaman tanpa agunzn.
e :\.'a.-a._ P Ukarab, UM Tekaik yang beroerak di bidang real estare dan kotakeor. YW-
UMY sedikinnya b mengelala empatlokast reaf asfate Didang, perumanan, balk peromanin
:'mik dosca dan karyawan, maupun perumahan umum di mana manajemen pekerjaanya
dilakukan senditi oleh PT Ukhuwah UMI Teknik sebagai kontrakror, demikian juga pada
setiap pembangun dalam internal kampus UMI dan tawaran pekerjaan dan ekternal YW-
UMI. Ketga, PT. Ukhuwah UMI Bisnis, yang bergerak di bidang perdagangan umum.
Melalui unit usaha ini telah cilakukan kerjzsama perdagangan dengan beberapa mitra usaha,
baik dalam negeri maupun luar negeri. Keesppar, PT. Ukbuwah UMI Industd, bergerak di
hidang air minum kemasar gelas dengan merek “Tlkhuwah”, telah terdistribusi di scluruh
wilzyah Sulawesi Selatan, dan berdasarkan uji sterilitas dapat bersaing dengan air mirum
merek “Aqua”. Kedma, PT. Umihtoha Ukhuwah Grafika, betgerak di bidang percetakan
dan penerbitan. Melalui unil usaha inf, sudah hanyak bhuku-buku yang dizerbitkan, dan semua
kepentingzn disain cetak mencetak dapat telah dapat dilayani reratama untuk kepentingan
interen UMIL

Kesehatan dan Dakwah. Yayzsan Wakaf TUMI tcak hanyz bergerak di hidung pendidikan
aan dakwak serta uszha dan dakwah, tetapi jupa keschatan dan dakwah, dengan beroperasinya
Rumah Sakit “Ibnu Sina” yang sebelumnya bernamsz Rumah Sakit #4157, Peralihan ruman
sakit ini dilakukan pada tanggal 16 Juni 2003, dan peresmian penggunaannva peda tanggal
17 Mei 2004 (wawancara penulis dengan H. Muchtar Noer Jaya Ketua Pengurus Yayasan
Wakaf UMI tanggal 25 Maret 2009 di Makassat).

Rurnzh Sakit “Ibnu Sina”™ YW-UM!I mempunyai fasilitas dan kemampuan menyelengaara-
kan berbagai jenis pelayanan, Ji samping sebagai pelayanan medis, uga berfungsi scbagai
rumah sakit pendidikan bagi profesional kesehatan dari berbagai jeniang pendidikan bidang
kesehatan,

Dalam mengelola yayasan ini para penetitiz amanah menerapkan manzjemen Islam,

sehingga semugz jabatan vang ada dalam lingkup organisasi yayasan (lembzaga pendidikan,
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unit usaha dan rumah sakit), didefinisikan sebagai amanah. Sebagai amanah, maka apapun
nama dan level dari jabatan yang dipercayakan, harus dipandang dan diterima sebagai
pekerjaan mulia yang harus dipertanggungjawabkan kepada atasan, dan di hadapan Allah
SWL.

Yayasan Wakaf UMI sebagai pelayanan amanah berdasarkan Anggaran Dasar dan
Anggran Rumah Tangga lebih berkonsentrasi pada pendidikan dan Dakwah. Oleh karena
itu kata “dakwah™ dan kata “Ukhuwah” merupakan jargon dan simbol scbagai ciri khas
YW-UMI, Misalnya LPPM menjadi LPPMD atau Lembaga Penclitian Pengabdian
Masyarakat dan Dakwah. Demikian pula dengan kata “amanah”, dan “ukhuwah” pada
uraian yang terdahulu dijelaskan, bahwa YW-UMI sebagai lembaga yang mengemban amanah
suci harus dikelola dengan prinsip amanah dan ukhuwah serta dipertanggungjawabkan dunia
akhirat,

Berdasarkan validitas data yang dilakukan Direktorat Pemberdayaan Wakaf tahun 2007,
bahwa dari kuantitas lokasi tanah wakaf di Indonesia tahun 2006 sebesar 403.845 lokasi,
turun menjadi 366.595 lokasi, berarti penurunannya 37.250 lokasi (9,22%). Tetapi dari aspek
Ynasnya mengAam kemnajnan yang sangat pesat, yakm dan oas tanan ) 5066721406 mt
menjadi seluas 2.686.536.656, 68 m*atau naik 1.119.864.250, 68 m? (71.48%), atau 2.686,
536 km® dan atau 268.653, 66 Ha ([Tarahap, 2008: 4).

Data luas tanah wakaf di Indonesia tersebut, apabila diasumsikan dengan luas wilayah
DKI Jakarta = 656 km?®, maka luas tanah wakaf Indonesia = + 4 kali luas wilayah DKI
Jakarta, atau mendekati 5 kali luas negara Singapura = 633 km*. Berdasarkan uraian kuantitatif
tersebut dan dengan mengidentifikasi pengelolaan tanah wakaf secara empiris di lapangan,
maka suatu kenyataan yang tidak bisa dibantah, bahwa wakaf yang ada di Indonesia pada
umumnya berupa masjid, mushollah, madrasah, sekolahan, pekuburan, rumah yatim piatu
dan lain-lain, Dilihat dari scgi sosial dan ekonomi, wakaf yang ada ternyata belum dapat
berperan dalam menanggulangi problem sosial ekonomi umat. Hal ini dapat dimaklumi
karena kebanyakan wakaf yang ada kurang maksimal dalam pengelolaannya. Dengan
demikian jika wakaf dikelola secara produkdf tentu akan berkontribusi terhadap pembangun-
an secara signifikan, baik di bidang ekonomi, agama, sosial budaya, politik, maupun pertahan-

an dan keamanan.
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Menurut Rachmat Dyatnika, dalam bidang ckonomi, wakal memegang peranan semacam
pershockbreaker dalam keseimbangan kehidupan masyarakat karena dapat menutupi
kebutuhan masyarakat yang vital (Djatnika, t.th.: 78).

Menurut hemat penulis, setidaknya ada tiga konsep dasar dalam mengelola wakaf secara
produkdf di Indonesia agar dapat berkembang signifikan. Pertama, perlunys optimalisasi
penerapan sistem perwakafan, dengan mengoptimalkan pengelolaan tanah wakaf dan atau
wakaf benda tidak bergerak secara produktif. Kedua, memherdayakan wakaf benda
bergerak dan wakaf tunai, sebagai langkah antisipasi kurangnya minat masyarakat untuk
berwakaf tanah, dengan dalih harga tanah semakin tinggi. Ketiga, menganut struktur lembaga
Departemen dan Kementrian Perwakafan yang bertanggung jawab secara independen.

Apabila ketiga konsep tersebut dapat diimplementasikan secara signifikan, maka emisivitas
atau daya pancar wakaf produktif sangat dimungkinkan menjadi alternatif sumber ekonomi
yang dahsyat di Indonesia. Contoh dengan asumsi sederhana, kalau semua lokasi pekuburan
yang umumnya menempati tanah berstatus wakaf, kemudian setiap lokasi pekuburan dapat
dikelola secara produktif, maka hal itu dapat dibuktikan secara empitis bahwa para penjaga/
pengelola pekuburan pun akan dapat hidup sejahtera/layak. Sistem ekonomi umat melalui
pengelolaan wakaf benda bergerak dan wakaf tunai yang diatur oleh Departemen dan
Kementrian Wakaf yang bertanggung jawab secara independen, maka dapat dipastikan
akan berimplikasi positif pada perubahan kondisi perwakafan yang signifikan.

Deskripsi empiris sebagaimana telah diuraikan terdahulu, seyogyanya dapat menjadi acuan
pengelolaan wakaf secara produktif di Indonesia, mengingat potensi tanah wakaf di Indo-
nesia sangat besar, juga merupakan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia.
Oleh karena itu pemberdayaan wakaf produktif seharusnya menjadi perhatian prioritas
pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen Agama, mengingat sebagian besar
kehidupan masyarakat Indonesia masih dalam gatis dhuafa. Pendekatan yang harus digulirkan
dewasa ini adalah penerapan sistem perwakafan dengan menganut struktur lembaga
Departemen dan Kementrian Perwakafan yang bertanggung jawab secara independen.

Elaborasi tethadap deskripsi di atas, maka penulis mengidentifikasi, bahwa keberhasilan
wakaf di beberapa negara khususnya di kawasan Timur Tengah, lebih disebabkan karena

wakaf telah dikelola secara profesional dan karena besarnya perhatian pemerintah terhadap
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perwakafan, dan dilegitimasi dengan regulasi perundang undangan perwakatan yang
signifikan. Hal itu dibuktkan dengan adanya pengelolaan wakaf yang secara khusus harus
dipertanggungawabkan oleh seorang menteri perwakafan. Dengan demikian pengelolaan
wakaf dilakukan secara holistik dan komprehensip berdasarkan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab menteri perwakafan.

Berbeda dengan di Indonesia, perwakafan belum mendapat perhatian serius oleh
pemetintah, dalam hal ini Departemen Agama yang sccara yuridis mengemban amanah dan
tanggungjawab terhadap pengelolaan wakaf di Indonesia, namun kenyataannya perhatian
terhadap wakaf masih termarginal, dibandingkan dengan perhatian terhadap zakat, infaq
dan sadagah. Hal itu terbukti adanya pemberlakuan Perda Zakat di beherapa daerah di
Indonesia, dan penggunaan tema-tema dakwah yang seting bersentuhan dengan zakat, infaq
dan sadaqah karena dipandang dapat memberi kontribusi untuk kesejahteraan, sementara
wakaf sangat kurang tersentuh dalam fenomena dakwah Islam. Hal itn menggambarkan
bahwa menterti agama di Indonesia mempunyai tugas dan tanggungjawab yang sifatnya
komprehensip dan integral dalam dimensi keagamaan yang diakui oleh negara, dengan
demikian tidak mungkin dapat fokus terhadap perwakafan.

Di samping itu, dalam sistem perwakafan terdapat peluang ckonomi produktif yang
sangat dahsyat untuk kesejahteraan umat. Syarat fundamental untuk mengelola wakaf secara
produktif dari seluruh lini, hatus profesional dan amanah, menerapkan sistem “otonomi
berkehormatan dan berkebajikan™ agar terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Telaah penulis tentang fektifitas penerapan Undang-undang Republik Indonesia Nomor
41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor
42 Tahun 2006, dapat dikategotikan belum efektif. Berdasarkan hasil penelitian terungkap,
bahwa selama berlakunya Undang-undang Perwakafan dalam kurun wakeu 5 tahun terakhir,
menunjukkan belum juga berpengaruh secara signifikan. Hal itu tenidentifikasi pada kondisi
ctnpiris perwakafan pra dan pasca berlakunya Undang-undang Perwakafan, secara umum
belum ada perbedaan yang signifikan dan menggambarkan adanya resistensi (ketidaksesuaian)
antara das sein dan das sollen. Faktor yang paling dominan menjadi penyebab tidak efektifnya
Undang-undang Perwakafan tersebut adalah karena sangat kurangnya sosialisasi. Hal it

mendeskripsikan sangat kurangnya perhatian pemerintah dan atau aparar terkait, serta tidak
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herfungsinya peran Badan Wakaf Indoncsia.

Konsep dasar optimalisasi penerapan sistem perwakafan di wilayah hukum Indonesia
melalui setting revitalisasi Pola Pembinaan Wakaf Produkuf, meliputi: pertama, pembinaan
internal pejabat teknis perwakafan. Setting ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi
pata tenaga teknis yang membidangi perwakafan terhadap pendngnya pengelolaan wakaf
secara produktif menurut perundang-undangan yang ada, Kemudian pembinaan ekternal
yang betsifat massif (masyarakat), dengan melibatkan lembaga-lembaga profesional dan
seluruh masyarakat agar ikut berpatisipasi menggerakkan dan meningkatkan kescjahteraan
umat melalui pengelolaan wakaf secara produktif. Kedua, pembinaan manajemen organisasi
dan penunjukan #agir. Setting ini dipandang perlu segera diimplementasikan mengingat
organisasi kesagmn yang ada saat ini pada umumnya masih mengaktualkan pola tradisional.
Kemudian pembinaan pengelolaan dan profesionalitas manajemen. Setting peningkatan
profesionalitas manajemen kenaziran mutlak diperlukan, untuk menstresing wakaf agar
berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan umat. Ketiga, pembinaan administrasi dan
sanksi hukum. Setting ini penting mengingat administrasi perwakafan di Indonesia umumnya
masih rancu, bahkan tertib administrasi di lingkup pejabat teknis (Departemen Agama)
tergolong belum signifikan, jauh dari yang seharusnya, terkesan berjalan apa adanya
disebabkan minimnya dukungan terhadap peraturan dan kurangnya potensi menjabarkan
peraturan perundang-undangan yang ada. Konteks pembinaan sanksi hukum dipandang
sangat penting schagai upaya pengamanan harta wakaf dari perbuatan melawan hukum,

Selanjutnya optimalisasi sistem pemberdayaan wakaf produkdf dapat dilakukan dengan
carn, sebagai berikut: pertama, rekonstruksi wakaf yang dipandang potensial (strategis) untuk
diproduktifkan, misalnya membuat kios, mini market, rumah sewa atau wisma penginapan,
perbengkelan otomotif, penerbitan dan percetakan, dan sebagainya yang dapat menghasilkan
nilai tambah secara ekonormis. Kedwa, membuat rancangan tatakelola pendistribusian, hasilnya
dengan tataran peningkatan kescjahtraan umat, meminimalisir kemiskinan dengan pola dana
bergulir melalui Buyt al-Maif wa al-Tanvil (BM'T), koperasi atau mekanisme perbankan syariah.
Ketiga, mencanangkan program sosialisasi wakaf tunai dan atau wakaf uang secara intens

selama kurun waku 5-10 tahun ke depan melalui pola kemitraan dengan bank-bank syariah.
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Penutup

Berdasarkan telaah strategis melalui pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, maka
optimalisasi sistem pemberdayaan wakaf produktif sebagai alternatif sumber ckonomi
umat di Indonesia disimpulkan sebagai berikut, bahwa dalam upaya optimalisasi sistem
pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia perlu mengacu pada sistem pengelolaan wakaf
produktif dan atau wakaf tunai di Mesir, Saudi Arabia dan Yordania yang secara empiris
telah berkontribusi yang sangat besar tethadap kesejahteraan umat melalui manajemen sistem
kementrian wakaf, Pengelolaan wakaf dengan sistem manajemen otonomi berkchormartan
dan berkebajikan sangat berpeluang untuk diimplementasikan dalam upaya mengoptimalkan
pengelolaan wakaf secara produkaf di Indonesia.

Dalam wakaf tcrdapat peluang ckonomi produktif yang sangat besar untuk kesejahtcraan
umat, bangsa dan negara Republik Indonesia. Namun peluang besar itu baru dapat terwujud,
apabila ada perubahan pemikiran dari internal umat Islam tentang wakaf dari konvensional
menjadi madani (modern) dengan benar-benar memahami dan menghayati wakaf sesuai
dengan konteks ckonomi Islam, sehingga pembangunan wakaf terpelihara dari praktek
ekonomi sosialis dan kapitalis yang dapat merusak citra pembangunan wakaf itu sendiri.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan wakaf yang berkonttibusi kepada kescjahteraan
umat, harus ada interes (kemauan) keras umat Islam untuk mengelola dan mengembangkan
wakaf sccara produktf. Di samping itu, untuk mengelola wakaf dari seluruh lini harus
profesional dan amanah serta terhindar dari KKN.
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